SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu
disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan
kebutuhan keadaan di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38
Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Terhadap Penyelenggaran Pemerintahan
Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan



Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19353
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi = Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman  Yang Membahayakan = Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 632);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 500);



Memperhatikan

14.

15.

16.

17.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang
dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
335);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07.2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perkonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 32);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan
Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Terhadap Penyelenggaran Pemerintahan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38
Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Terhadap Penyelenggaran Pemerintahan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2020 Nomor 82);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Daerah;

Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.O0/IV/2020
Perihal Pemberitahuan;



4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/2703/SJ Hal Penanggulangan Dampak COVID-19
di Desa;

5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020
tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat
Karya Tunai Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI

TANAH LAUT NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH
LAUT NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TERHADAP
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 82) pada Pasal 10A
ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 10A
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 10A

Dalam penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (9) huruf b, pemerintah Desa dapat menggunakan data keluarga
penerima manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDesa dalam rangka
perpanjangan masa penyaluran bantuan bahan baku pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2A) dan penyaluran BLT
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b.
Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan data sebagai dasar
perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
berdasarkan ketentuan Pasal 6.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu evaluasi
terhadap data penerima dan pelaksanaan bantuan BLT Dana Desa yang
telah berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan penerima
BLT Dana Desa dan/atau bantuan sosial Desa lainnya.

Evaluasi terhadap data penerima dan pelaksanaan bantuan BLT Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :

a. penambahan data;

b. pengurangan data; dan/atau

c. pergantian data.



(5a) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5) adalah calon keluarga penerima manfaat yang tidak terdaftar
dan/atau tidak pernah menerima bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(6) Penetapan perubahan data hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

(7) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa sesuai
kebutuhan dan kemampuan Desa melalui proses evaluasi Camat.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 6 Agustus 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
Ay H. SUKAMTA

NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 103



